BAB V

PENUTUP

Setelah mempresentasikan landasan teoretis tentang Islamisme, nilai-nilai
Pancasila serta kajian analitis tentang dampak Islamisme terhadap aktualisasi
nilai-nilai Pancasila di Indonesia, keseluruhan skripsi ini akan diakhiri dengan

catatan penutup yang berisikan kesimpulan dan usul-saran.

5.1 KESIMPULAN

Islamisme adalah sistem pemikiran yang menenerjemakan Islam sebagai
sebuah sistem politik yang berasal dari Allah untuk memobilisasi masyarakat
Islam yang termarginalisasi akibat proses-proses politik, sosial-ekonomi, budaya
dengan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang mengatur tatanan
hidup manusia. Sebagai sebuah ideologi, Islamisme memiliki ciri derivasi seperti
radikal, ekstrem, menolak kontekstualisasi penafsiran, intoleran, dan beberapa

fase yang berkaitan dengan puritanisme.

Sebagai sebuah ideologi, Islamisme lahir dari krisis yang melanda
masyarakat Islam akibat modernitas. Modernitas yang tidak dapat dilepas-
pisahkan dari kebudayaan Barat dinilai sebagai awal dari merosotnya nilai-nilai
keislaman. Islamisme yang berpegang teguh pada hukum Allah melihat
modernitas sebagai tendensi manusia untuk menyaingi Allah. Modernitas beserta
dampak yang mengiringinya menjauhkan manusia dari Allah. Manusia dinilai
memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan kehidupannya dan melupakan
hukum Allah sebagai hukum yang harus menjadi dasar bagi semua manusia dalam
bertindak. Demokrasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari modernitas dilihat
sebagai sistem pemerintahan kaum kafir. Maka, Islamisme menolak paham
demokrasi. Oleh karena itu, para cendikiawan Islam seperti Hassan al-Bana,
Sayyid Qutb membangun sebuah gerakan bersama untuk mengembalikan “Yang
Kudus” ke dalam tatanan dunia yang sudah dicemari modernitas. Namun, dalam
kenyataannya, “Yang Kudus” itu sudah ditafsir sedemikian rupa menjadi ideologi
politik, yakni Islamisme.
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Kerangka pergerakan Islamisme senantiasa berada dalam bingkai ambisi
untuk menyatukan seluruh dunia ke dalam satu negara yang berdasarkan pada
hukum Islam, karena Islamisme bertumpuh pada satu keyakinan dasar bahwa
segala permasalahan akibat modernitas hanya dapat diatasi dengan implementasi
syariat Islam. Oleh karena itu, para pengusung ideologi ini selalu berjuang untuk
mengimplementasikan hukum islam yang tidak terbatas pada Timur Tengah saja

sebagai locus utama perkembangan Islamisme, tetapi mencakup seluruh dunia.

Oleh karena sifatnya yang ekspansional-transnasional, Indonesia pun tidak
luput dari ambisi Islamisme. Islamisme mulai mengepakkan sayapnya di
Indonesia pada masa kolonialisme, melalui gerakan Padri. Selanjutnya Islamisme
berkembang di Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendirikan

negara Islam Indonesia dengan syariat Islam sebagai dasarnya.

Agenda Islamisme ini tentu amat bertentangan dengan Pancasila yang
adalah dasar fundamental bagi bangunan Bangsa Indonesia, sumber pandangan
hidup, cita-cita yang lahir melalui konsensus bersama demi Indonesia yang
berketuhanan, berperikemanusian, bersatu, demokratis dan adil. Sebagai dasar
negara, pandangan hidup, sumber hukum, sistem berpikir Pancasila dijiwai oleh
beberapa nilai dasar. Pertama, nilai ketuhanan. Nilai ini mengungkapkan
pengakuan Bangsa Indonesia terhadap eksistensi Tuhan universal, Tuhan yang
menjadi pertemuan semua agama-Tuhan yang inklusif. Selain itu nilai ini
mengisyaratkan ekspresi ketuhanan yang bebas seturut keyakinan masing-masing
orang. Kedua, nilai kemanusiaan. Nilai ini mengungkapkan pengakuan Bangsa
Indonesia akan kodrat manusia yang merdeka dan sederajat, sehingga setiap orang
harus dijamin kemerdekaannya dan dijunjung martabatnya tanpa pembedaan.
Ketiga, nilai persatuan. Nilai ini mengungkapkan kesediaan Bangsa Indonesia
untuk mengakui, menerima dan menghormati pluralitas dan hidup berdampingan
dalam perbedaan. Keempat, nilai demokrasi. Nilai ini mengungkapkan bahwa
rakyat Indonesialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata penyelenggaraan
negara, sehingga segala kebijakan dalam pemerintahan harus mengabdi pada
kebutuhan masyarakat. Selain itu, nilai ini juga mengungkapkan kesediaan
masyarakat Indonesia untuk menata hidup yang dilandasi oleh semangat



95

kebebasan, kesederajatan dan persaudaraan. Kelima, nilai keadilan sosial. Nilai ini
mengungkapkan tujuan negara Indonesia, yakni untuk menciptakan keadilan
sosial bagi seluruh masyarakat. Aktualisasi nilai-nilai yang mendahuluinya pada
akhirnya akan bermuara pada penciptaan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Nilai-nilai dasar Pancasila amat bertolak belakang dengan agenda
Islamisme, sehingga kehadiran Islamisme di Indonesia menghadirkan dampak
yang buruk bagi Pancasila. Dampak Islamisme terhadap aktualisasi nilai-nilai
Pancasila dapat dijabarkan dalam beberapa poin berikut. Pertama, terhadap nilai
Ketuhanan, Islamisme mengaburkan relasi antara agama dan negara, menistakan
paham kebebebasan beragama dan menodai nilai baik agama sebagai sebuah
keyakinan. Kedua, terhadap nilai kemanusiaan, Islamisme memberengus hakikat
manusia yang dilahirkan dalam kemerdekaan, memonopoli harkat dan martabat
manusia dan melanggar HAM setiap orang. Ketiga, terhadap nilai persatuan,
Islamisme menolak prinsip pluralisme dan toleransi yang menjadi dasar kesediaan
masyarakat Indonesia untuk hidup damai dalam perbedaan. Keempat, terhadap
nilai demokrasi, Islamisme menentang perwujudan demokrasi karena dianggap
sebagai produk kekafiran. Prinsip penegakan kedaulatan Allah membuat mereka
memahami kedaulatan rakyat sebagai tendensi manusia untuk menyaingi Allah.
Selain itu, Islamisme juga menolak implementasi demokrasi sebagai sebuah cara
hidup yang dilandasi oleh, kebebasan, kesederajatan dan persaudaraan lantaran
bertentangan dengan operasi ideologis. Kelima, terhadap nilai keadilan sosial,
Islamisme menolak perwujudan keadilan sosial karena, terlepas dari ketiadaan
paham tentang sistem dan struktur-struktur sosial, politik, ekonomi yang adil,
penolakan terhadap demokrasi membuat masyarakat Indonesia kehilangan senjata
untuk terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk kontrol terhadap
sistem yang tidak adil. Selain itu, sifatnya yang totalitarian menjadikan cita-cita

keadilan sosial menjadi tidak relevan lagi.

Mengingat signifikannya dampak Islamisme terhadap aktualisasi nilai-
nilai Pancasila, maka perlu dilakukan berbagai upaya solutif untuk meng-counter
bahaya Islamisme. Langkah solutif yang dapat dilakukan adalah melakukan
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pemutusan ideologi dalam diri penganut dan mencegah penyebarannya. Langkah
lain yang dapat dilakukan adalah mempromosikan gagasan Islam Nusantara yang
bercorak inklusif, toleran dan relevan dengan realitas NKRI yang majemuk dan
melakukan reaktualisasi Pancasila, yaitu perwujudan kembali nilai-nilai Pancasila
dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, berjenjang dan
berkelanjutan, menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktualisasi nilai-nilai

Pancasila dan membangun kesedian untuk belajar hidup damai dalam perbedaan.

5.2 USUL DAN SARAN

5.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan terus mengembangkan Pendidikan Pancasila
sebagai bentuk penanaman nilai Pancasila dan terus menggerakkan lembaga
pendidikan agar pembelajaran Pancasila tidak hanya berhenti pada ranah teoretis,
tetapi sampai pada ranah praksis. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk
membangun kondisi yang kondusif bagi aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Salah
satu cara yang dapat dilakukan adalah menghukum setiap orang yang melanggar

nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5.2.2 Bagi Organisasi Keagamaan Islam

Organisasi keagamaan Islam, seperti NU diharapkan senantiasa
mempromosikan gagasan Islam Nusantara yang toleran, inklusif dan kontekstual
agar umat Islam memiliki pemahaman agama yang benar sebagai basis
perlindungan diri dari pemahaman dan praktik keagamaan yang salah seperti
Islamisme. Hemat penulis, organisasi keagamaan juga perlu mengawasi tempat
ibadah karena acap kali penyebaran paham Islamisme dilakukan melalui dakwah

di tempat ibadah.

5.2.3 Bagi Keluarga dan Masyarakat

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat diharapkan untuk
menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam keluarga. Orangtua harus menanamkan
nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak sejak dini agar keyakinan akan Pancasila
beserta nilai-nilainya menyatu dengan anak-anak. Masyarakat diharapkan untuk

secara demokratis terlibat dalam segala proses penyelenggaraan negara dan aktif
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mengontrol kekuasaan agar segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup
orang banyak selalu dijiwai oleh semangat Pancasila. Selain itu, masyarakat juga
diharapkan untuk belajar menerima dan menghormati setiap perbedaan, dan
bersedia hidup bersama dalam damai di tengah perbedaan. Pada akhirnya,
masyarakat diharapkan berani menolak Islamisme yang hendak mengganyang

persatuan dan kesatuan Indonesia.
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